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A. Latar Belakang Masalah 
Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan 
termasuk lembaga permusyawaratan dan atau perwakilan, yaitu MPR, DPR, 
DPD dan DPRD. Perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga 
permusyawaratan dan atau perwakilan yang lebih demokratis, efektif dan 
akuntabel. Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) pra-amandemen UUD 1945 
merupakan lembaga negara tertinggi waktu itu. Di bawahnya mendapat lima 
lembaga tinggi termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
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Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), fungsi legislasi2 yang sebelumnya berada ditangan 
presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke 
DPR.3 Pergeseran pendulum itu dapat dibaca dengan adanya perubahan secara 
substansial Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dari Presiden memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden 
berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
2
 Akibat dari 
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 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 
UUD 1945 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 191 
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 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) pasca-amandemen 
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 Tutik, op.cit, h. 191-192 
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan organ yang 
melaksanakan kekuasaan dibidang legislatif yang pengaturannya langsung di 
dalam UUD 1945.
4
 Ketentuan Pasal 68 Undanng-Undng Nomor 17 Tahun 
2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dinyatakan bahwa 
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai 
lembaga negara,
5
 yang memiliki fungsi antara lain:
6
 (1) fungsi legislasi yaitu 
fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama; (2) fungsi anggaran yaitu fungsi untuk 
menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), dan (3) fungsi pengawasan 
yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, 
undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
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Tugas dan wewenang DPR diatur dalam pasal 71 dan pasal 72 
Undanng-Undng Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
yang terdiri dari 22 poin yang mengatur,
8
 DPR juga masih dipersenjatai oleh 
tiga (3) hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.16 
Namun dari beberapa fungsi, tugas, wewenang dan juga hak DPR tersebut, 
terdapat lagi hak dari anggota DPR yang diatur khusus oleh pasal 80 
Undanng-Undng Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
yaitu:  
                                                             
4
 M. Indra, Dinamika Hukum Tata Negara, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 137 
5
 Undanng-Undng Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
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 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 
h. 300 
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 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
(Jakarta: Sinar Bakti Fakultas Hukum UI, 1988), h. 214 
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 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 
UUD 1945 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 195 
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1. Mengajukan rancangan undang-undang  
2. Mengajukan pertanyaan  
3. Menyampaikan usul dan pendapat  
4. Memilih dan dipilih  
5. Membela diri  
6. Imunitas.9  
7. Protokoler, dan  
8. Keuangan dan administratif.  
9. Pengawasan  
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah 
pemilihan, dan  
11. Melakukan sosialisasi undang-undang.10 
Berdasarkan Pasal 80 huruf f Undanng-Undng Nomor 17 Tahun 2014 
Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ini bahwa anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat memiliki hak imunitas atau kekebalan yang dalam penjelasannya 
ditafsirkan bahwa hak imunitas adalah hak yang untuk tidak dapat dituntut 
dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang 
disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPRD maupun 
diluar rapat DPRD dengan pemerintah dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Dan anggota DPRD terkait hak 
imunitasnya tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena sikap, tindakan 
                                                             
9
 http://kbbi.web.id/hak, Imunitas merupakan hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan 
para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga 
tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. 
10
 Undanng-Undng Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
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dan kegiatan di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang semata-
mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPRD atau anggota DPRD.
11
 
Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketentuan-ketentuan tersebut, 
dimana banyak sekali kasus-kasus yang terkesan anggota DPRD ini seolah 
memberikan judge secara liar tanpa mengindahkan ketentuan tersebut. 
Semestinya sebagai wakil rakyat, DPRD meskipun telah ditamengi dengan 
hak imunitas tidak boleh semena-mena dalam menyampaikan pendapat, 
terutama dalam memvonis seorang bersalah meski itu disampaikan dalam 
rapat resmi adalah perintah undang-undang. Sebab tujuan utama anggota 
DPRD diberi hak imunitas ialah untuk melindungi diri saat menjalankan tugas 
dan harus dimanfaatkan dengan tidak menginjak-injak hukum adalah 
kewajibannya. Seharusnya, hak itu digunakan dengan melihat rambu hukum 
yang memandang semua orang dengan kaca mata asas presumption of 
innocence (asas praduga tak bersalah). Yang dalam penjelasannya, menurut 
Andi Hamzah: Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yaitu 
asas dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut 
dimuka sidang tidak bisa dikatakan bersalah kecuali atas putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
12
 
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
diatur dalam Pasal 317 ayat 1 Undanng-Undng Nomor 17 Tahun 2014 
Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berikut ini; “DPRD provinsi 
mempunyai wewenang dan tugas”:  
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1. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;  
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah 
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan 
oleh gubernur;  
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;  
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil 
gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk 
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;  
5. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 
gubernur;  
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;  
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;  
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;  
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain 
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;  
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 Undanng-Undng Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 
317 ayat 1 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilindungi oleh 
Undang-Undang dalam menjalankan tugasnya karena memiliki hak imunitas. 
Hak istimewa itu dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan Dewan 
dan bukan melindungi anggota DPR dari permasalahan hukum.Dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
(UU MD3) memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi 
hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak 
berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, 
terorisme, dan kasus narkoba. 
Hak imunitas tersebut, yang menjadi pokok permasalahan yang pelik 
adalah pencemararan nama baik yang dilakukan oleh anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), apakah kemudian dapat dikualifikasikan 
sebagai tindak pidana ataukah hanya pelanggaran kode etik saja.  
Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di atur dalam 
Pasal 338 ayat 1- 4 Undanng-Undng Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD berikut ini; 
1. Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.  
2. Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik 
secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar 
rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan 
tugas DPRD provinsi.  
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3. Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, 
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat 
DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan 
dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.  
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal 
anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati 
dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam 




Dapat tidaknya ungkapan tersebut diklasifikasi sebagai tindak pidana 
tergantung konotasi, locus penyampaian serta sensivitas ragam asal 
subyeknya. Seperti keberatan Kejaksaan Tinggi Riau beserta jajarannya 
karena ungkapan anggota DPRD yang dipandang: (1) berkonotasi negatif yang 
digeneralisir pada tahun 2015, (2) disampaikan di depan umum dalam forum 
rapat kerja, ada kesan ingin mempermalukan Kejaksaan Tinggi Riau, karena 
rapat tersebut terbuka untuk umum, (3) ragam asal subyek tidak sama, 
meskipun menyampaikan ungkapan tidak dilarang atau sah-sah saja, tetapi 
harus diperhatikan konteksnya dan hal-hal yang dipandang siri, pamali atau 
tabu untuk diungkapkan di depan umum, yang dapat ditafsirkan berbeda, 
mengingat beragamnya adat dan budaya masing-masing daerah. Kalaulah itu 
tidak digeneralisasi walaupun locus-nyasama, tidak akan dipandang 
berkonotasi negatif pencemaran atau penghinaan, dan sensivitasnya tidak 
terusik. 
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Tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap hak 
imunitasnya, seperti pencemaran nama baik yang pernah dipraktekkan oleh 
anggota DPRD tersebut merupakan sebuah tindakan yang sangat bertentangan 
dengan hak imunitas yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Tetapi permasalahan 
tersebut belum ada batas-batas sejauh mana suatu hak imunitas digunakan 
oleh anggota dewan.  
Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah; 
Analisis terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Riau menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD ditinjau dari Prinsip Negara Hukum”. 
 
B. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis terhadap hak 
Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menurut 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD”. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah seperti tersebut diatas, 
maka dapat diambil isu hukum sebagai berikut:  
1. Bagaimana penerapan hak imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Riau menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 
Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ?  
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2. Bagaimana undang-undang membatasi hak imunitas Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di luar atau di dalam rapat DPRD 
sehingga tidak berbenturan dengan asas praduga tak bersalah ?  
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah; 
a. Untuk mengetahui penerapan hak imunitas Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Riau menurut Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 
b. Untuk mengetahui undang-undang membatasi hak imunitas Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di luar atau di dalam 
rapat DPRD sehingga tidak berbenturan dengan asas praduga tak 
bersalah. 
2. Kegunaan Penelitian 
Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan kegunaan positif, yaitu; 
1) Kegunaan akademis 
1) Kegunaan akademis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan bagi pendalaman kajian Hak Imunitas Anggota DPRD 
Provinsi Riau menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 




2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi 
bagi yang melakukan penelitian lanjutan dengan obyek yang sama. 
2) Kegunaan Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan 
kaidah-kaidah. 
b. Untuk memberikan sarana tambahan informasi terhadap pihak-
pihak tentang Hak Imunitas Anggota DPRD Provinsi Riau menurut 
Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD ditinjau dari Prinsip Negara Hukum. 
c. Memberikan manfaat kepada para praktisi hukum khususnya yang 
berghubungan dengan Hak Imunitas Anggota DPRD Provinsi Riau 
menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD ditinjau dari Prinsip Negara Hukum. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode dalam penelitian ini meliputi: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini tergolong 
kepada penelitian hukum sosiologis mengenai Analisis terhadap Hak 
Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 
menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD ditinjau dari Prinsip Negara Hukum. Sedangkan sifat penelitian 
adalah deskriftif yaitu penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran 
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yang jelas dan terperinci tentang Hak Imunitas Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menurut Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang merupakan tempat penulis melakukan 
penelitian ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Karena 
peneliti melihat adanya anggota dewan yang melakukan tindakan 
pelanggaran hukum dalam persidangan dan juga diluar persidangan 
dengan menyampaikan berbagai statemen kepada public melalui media 
masa. 
3. Sumber Data 
Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para 
responden dengan cara wawancara. Data primer tersebut dari Anggota 
Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak 
langsung, dalam hal ini data sekunder tersebut berupa paraturan 
perundang-undangan, dan buku-buku literatur lainnya yang ada 
kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.  
c. Data tertier  
Data tertier adalah data yang penulis ambil dari Kamus Hukum, 
Kamus Bahasa Indonesia, Inskolopedia hukum. 
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4. Populasi dan Sampel 
Seluruh anggota dewan yang berjumlah 65 orang. Penulis tidak 
menggunakan sampel tetapi menggunakan key informen yang terdiri dari 
pimpinan dewan dan ketua praksi DPRD Provinsi Riau sebanyak 8 orang.   
Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis 
mengunakan beberapa metode, yaitu:  
a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses 
pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di 
lapangan. Ovsevasi dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Riau. 
b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses 
dialog dan tanya jawab langsung kepada responden. 
c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen-
dokumen, dan buku-buku hukum, makalah-makalah yang mendukung 
untuk penelitian ini. 
5. Analisis Data 
Dalam menganalisis suatu penelitian, penulis terlebih dahulu 
mengumpulkan data. Data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam 
bentuk uraian kalimat yang jelas dan rinci. Selanjutnya penulis menarik 
kesimpulan dengan metode induktif yaitu dari data yang bersifat khusus 




F. Sistematika Penulisan 
BAB I :  PENDAHULUAN  
Dalam bab ini menggambarkan tentang: latar belakang masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DPRD Provinsi Riau  
Bab ini merupakan landasan teori yang masih berkisar pada 
penjelasan secara umum mengenai sejarah dan pengertian DPRD 
Provinsi Riau, susunan, kedudukan dan fungsi DPRD, tugas dan 
kewenangan DPRD, serta hak dan kewajiban DPRD. Dalam bab 
ini akan dijelaskan secara teoritis yang secara otomatis akan 
berbeda dengan prakteknya.  
BAB III : KERANGKA TEORI  
Pada bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian 
mengenai hak imunitas anggota DPRD. Dalam bab ini juga akan 
dibahas mengenai gambaran umum tentang kasus-kasus 
penggunaan hak imunitas oleh anggota DPR. 
BAB IV : HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF 
NEGARA HUKUM 
Bab ini merupakan inti pembahasan tesis ini, yang akan menjawab 
persoalan mengenai penerapan hak imunitas yang dimilikioleh 
anggota DPRD menurut UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3. 
Batasan hak imunitas anggota DPR di luar atau di dalam rapat DPR 
sehingga tidak berbenturan dengan asas praduga tak bersalah. 
BAB V :  PENUTUP  
Bab ini merupakan bab terakhiryang berisi kesimpulan, dan saran 
